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This study aims to analyze maqāṣid al-sharī‘ah as the foundational framework 

for developing Islamic Sharia law in response to contemporary social 

challenges. Rapid social change, technological advancement, and globalization 

demand adaptive legal interpretations without compromising Islamic principles. 

This research applies a library research method by examining classical maqāṣid 

literature, usul al-fiqh texts, and contemporary scholarly discussions on Islamic 

legal reform. A qualitative analytical approach was used to explore how 

maqāṣid al-sharī‘ah guide legal reasoning and policy formulation. The findings 

indicate that maqāṣid al-sharī‘ah provide a flexible yet principled approach to 

legal development by prioritizing the protection of religion, life, intellect, 

lineage, and property. The study concludes that maqāṣid-based legal reasoning 

enables Islamic law to remain relevant and responsive to modern societal needs 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maqāṣid al-sharī‘ah sebagai fondasi 

pengembangan hukum syariah Islam dalam menjawab tantangan sosial 

kontemporer. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, dan globalisasi 

menuntut fleksibilitas hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (library 

research) dengan menelaah literatur klasik maqāṣid, kitab usul fikih, dan kajian 

kontemporer mengenai pembaruan hukum Islam. Analisis dilakukan secara 

kualitatif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah 

memberikan kerangka normatif yang adaptif dan berorientasi pada 

kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid sangat 

relevan dalam pengembangan hukum syariah modern. 

Kata Kunci: Maqāṣid al-Sharī‘ah, Hukum Syariah, Pembaruan Hukum Islam 

(*)Corresponding Author: abdullahkarim@gmail.com   

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang 

sangat cepat, kompleks, dan multidimensional. Globalisasi, kemajuan teknologi, 

serta transformasi nilai sosial telah menghadirkan berbagai tantangan baru dalam 

kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum dan keagamaan. Hukum Islam 

sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dituntut untuk mampu 

merespons perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam 

konteks ini, muncul kebutuhan akan pendekatan hukum Islam yang adaptif, 

kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu pendekatan yang 

dinilai relevan adalah pengembangan hukum Islam berbasis Maqasid al-Shariah. 

Pendekatan ini tidak hanya menekankan teks hukum, tetapi juga tujuan dan hikmah 

di balik penetapan hukum Islam (Auda, 2008). 

Maqasid al-Shariah secara etimologis merujuk pada tujuan, maksud, atau 

sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Secara terminologis, Maqasid al-

Shariah dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang hendak diwujudkan oleh 

hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap 

ketentuan hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan 

perlindungan dan kesejahteraan umat. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-
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Shatibi menekankan bahwa hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima prinsip 

dasar kehidupan manusia. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah menjadi 

fondasi normatif dan filosofis dalam memahami serta mengembangkan hukum 

Islam (Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 2004). 

Dalam praktiknya, pendekatan hukum Islam yang hanya bersifat tekstual 

sering kali menghadapi kesulitan dalam menjawab persoalan sosial kontemporer. 

Perubahan struktur masyarakat, sistem ekonomi global, dan relasi sosial modern 

tidak selalu memiliki padanan langsung dalam teks-teks klasik. Hal ini 

menimbulkan kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang 

dihadapi umat Islam saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis 

yang mampu menjembatani teks dan konteks secara harmonis. Maqasid al-Shariah 

hadir sebagai kerangka konseptual yang memungkinkan interpretasi hukum Islam 

lebih fleksibel dan substantif. Pendekatan ini mengarahkan ijtihad pada pencapaian 

tujuan syariat, bukan semata-mata pada literalitas teks (Kamali, 2008). 

Relevansi Maqasid al-Shariah semakin menguat di tengah tantangan sosial 

kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan 

problem keadilan hukum. Isu-isu tersebut menuntut solusi hukum yang tidak hanya 

sah secara normatif, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik. 

Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu berperan sebagai instrumen 

sosial yang responsif dan solutif. Maqasid al-Shariah memberikan arah normatif 

bagi hukum Islam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir syariat adalah terciptanya 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Maqasid al-Shariah menjadi 

paradigma penting dalam reformasi hukum Islam kontemporer (Auda, 2010). 

Selain itu, dinamika sosial kontemporer juga ditandai oleh berkembangnya 

hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Nilai-nilai ini sering kali dipandang 

sebagai tantangan bagi penerapan hukum Islam yang bersifat normatif dan teologis. 

Namun, melalui pendekatan Maqasid al-Shariah, nilai-nilai tersebut dapat 

diletakkan dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan. Banyak sarjana Muslim 

kontemporer berpendapat bahwa Maqasid al-Shariah sejalan dengan prinsip-prinsip 

universal hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi 

secara positif dalam diskursus global tentang keadilan dan kemanusiaan. 

Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam berdialog dengan nilai-nilai 

modern tanpa kehilangan identitasnya (Kamali, 2011). 

Perkembangan ekonomi modern juga menghadirkan tantangan serius bagi 

hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan keuangan syariah. Sistem 

ekonomi global yang kompleks menuntut regulasi hukum yang adaptif dan inovatif. 

Banyak produk keuangan modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur 

fikih klasik. Oleh karena itu, penetapan hukumnya memerlukan pendekatan ijtihad 

yang berorientasi pada tujuan syariat. Maqasid al-Shariah menjadi dasar penting 

dalam menilai keabsahan dan kemaslahatan praktik ekonomi modern. Pendekatan 

ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya halal secara formal, tetapi 

juga adil dan beretika (Chapra, 2008). 

Dalam konteks hukum keluarga dan sosial, perubahan pola relasi gender dan 

struktur keluarga juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru. Isu-isu 

seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak perempuan menjadi 
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perhatian utama dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan hukum Islam yang 

kaku sering kali dianggap tidak responsif terhadap isu-isu tersebut. Namun, dengan 

perspektif Maqasid al-Shariah, hukum Islam dapat ditafsirkan secara lebih inklusif 

dan berkeadilan. Tujuan syariat untuk menjaga martabat dan kesejahteraan manusia 

menjadi landasan utama dalam merumuskan hukum keluarga yang kontekstual. Hal 

ini menunjukkan fleksibilitas Maqasid al-Shariah dalam menjawab kebutuhan 

sosial modern (Hallaq, 2009). 

Transformasi teknologi informasi dan digitalisasi juga membawa dampak 

signifikan terhadap kehidupan sosial dan hukum. Perkembangan media sosial, 

kecerdasan buatan, dan ekonomi digital memunculkan berbagai persoalan etika dan 

hukum baru. Hukum Islam perlu memberikan panduan normatif terhadap 

penggunaan teknologi tersebut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam 

hal ini, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai kompas etis dalam menilai dampak 

sosial dan moral teknologi. Pendekatan maqasidi memungkinkan penetapan hukum 

yang mempertimbangkan manfaat dan mudarat secara proporsional. Dengan 

demikian, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa 

kehilangan orientasi nilai (Auda, 2015). 

Selain tantangan internal umat Islam, hukum Islam juga dihadapkan pada 

dinamika global dan interaksi lintas budaya. Globalisasi membawa umat Islam ke 

dalam ruang sosial yang plural dan multikultural. Hal ini menuntut hukum Islam 

untuk mampu berinteraksi secara konstruktif dengan sistem hukum dan nilai-nilai 

lain. Pendekatan Maqasid al-Shariah memungkinkan terjadinya dialog 

antarperadaban yang berbasis pada nilai kemaslahatan bersama. Dengan 

menekankan tujuan universal syariat, hukum Islam dapat berkontribusi dalam 

menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, Maqasid al-Shariah 

memiliki relevansi global dalam konteks dunia modern (Hassan, 2013). 

Dalam tradisi keilmuan Islam, Maqasid al-Shariah bukanlah konsep baru, 

melainkan telah berkembang sejak masa klasik. Namun, pengembangannya sebagai 

pendekatan metodologis yang sistematis baru mengemuka dalam kajian 

kontemporer. Para sarjana modern berupaya merekonstruksi Maqasid al-Shariah 

agar lebih aplikatif dalam konteks hukum dan kebijakan publik. Upaya ini 

mencerminkan kesadaran akan pentingnya tujuan syariat dalam proses legislasi dan 

ijtihad. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai teori 

normatif, tetapi juga sebagai alat analisis hukum. Hal ini menegaskan posisi 

strategis Maqasid al-Shariah dalam pengembangan hukum Islam (Raysuni, 2006). 

Pengembangan hukum Islam berbasis Maqasid al-Shariah juga berimplikasi 

pada reformasi metodologi ushul fikih. Pendekatan tradisional yang menekankan 

qiyas dan istinbat tekstual perlu dilengkapi dengan analisis tujuan dan dampak 

sosial hukum. Maqasid al-Shariah menawarkan kerangka metodologis yang lebih 

holistik dan multidimensional. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek sosial, 

ekonomi, dan budaya dalam penetapan hukum. Dengan demikian, hukum Islam 

dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Reformasi 

metodologi ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan hukum kontemporer 

(Auda, 2008). 

Dalam konteks akademik, kajian tentang Maqasid al-Shariah semakin 

mendapat perhatian luas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

maqasidi mampu memberikan solusi hukum yang lebih adil dan kontekstual. Kajian 



Journal of Islamic Sharia Law Studies 

Volume 1 Nomor 1 Jan-Juni(2026)   E-ISSN 3124-2235 

19 

 

ini mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum keluarga, ekonomi syariah, 

hingga kebijakan publik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan universalitas konsep 

Maqasid al-Shariah. Dengan demikian, Maqasid al-Shariah menjadi paradigma 

penting dalam studi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini juga memperkaya 

diskursus akademik tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial (Kamali, 

2011), namun demikian, penerapan Maqasid al-Shariah juga menghadapi berbagai 

tantangan konseptual dan praktis. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran 

mengenai hierarki dan ruang lingkup maqasid. Selain itu, terdapat kekhawatiran 

bahwa pendekatan maqasidi dapat disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan 

tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas dan 

bertanggung jawab dalam penerapan Maqasid al-Shariah. Pendekatan ini harus 

tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat dan tradisi keilmuan Islam. Dengan 

demikian, Maqasid al-Shariah dapat berfungsi secara optimal sebagai fondasi 

pengembangan hukum Islam (Raysuni, 2006). 

Kajian ini menjadi penting mengingat kebutuhan umat Islam akan sistem 

hukum yang relevan dan berkeadilan. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari 

konteks sosial di mana ia diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan Maqasid al-

Shariah menawarkan solusi konseptual dan metodologis dalam menjawab 

tantangan tersebut. Penelitian ini berupaya mengkaji peran Maqasid al-Shariah 

sebagai fondasi pengembangan hukum syariah Islam. Fokus utama adalah 

bagaimana pendekatan maqasidi dapat menjawab tantangan sosial kontemporer 

secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam, secara 

keseluruhan, Maqasid al-Shariah menawarkan paradigma hukum Islam yang 

berorientasi pada tujuan, kemaslahatan, dan keadilan. Pendekatan ini 

memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial yang 

dinamis. Dengan menekankan substansi dan tujuan syariat, Maqasid al-Shariah 

mampu menjembatani teks dan konteks secara harmonis. Hal ini menjadikan 

Maqasid al-Shariah sebagai fondasi strategis dalam pengembangan hukum Islam 

kontemporer. Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendekatan 

maqasidi dalam menjawab tantangan sosial modern. Oleh karena itu, kajian ini 

memiliki signifikansi akademik dan praktis yang kuat dalam diskursus hukum 

Islam. 

 
LITERATUR REVIEW 

Kajian mengenai Maqasid al-Shariah dalam literatur klasik Islam berakar 

kuat pada pemikiran para ulama ushul fikih. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh 

awal yang merumuskan konsep maqasid secara sistematis dengan menekankan 

perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan tersebut 

meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama 

syariat Islam. Menurut al-Ghazali, seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan 

untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Konsep ini kemudian 

menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori maqasid pada periode 

berikutnya. Pemikiran al-Ghazali menunjukkan bahwa maqasid bukan sekadar 

konsep abstrak, melainkan memiliki implikasi praktis dalam penetapan hukum (Al-

Ghazali, 1997). 
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Perkembangan signifikan konsep Maqasid al-Shariah terjadi pada masa al-

Shatibi yang dianggap sebagai peletak dasar teori maqasid secara komprehensif. 

Dalam karyanya Al-Muwafaqat, al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariat harus 

menjadi pertimbangan utama dalam proses ijtihad. Ia memperluas pemahaman 

maqasid tidak hanya pada aspek individual, tetapi juga pada kepentingan sosial dan 

kolektif. Menurut al-Shatibi, hukum Islam tidak dapat dipahami secara parsial tanpa 

memperhatikan tujuan umumnya. Pendekatan ini menandai pergeseran dari 

orientasi tekstual menuju orientasi tujuan hukum. Pemikiran al-Shatibi menjadi 

rujukan utama dalam kajian maqasid kontemporer (Al-Shatibi, 2004). 

Dalam literatur modern, Ibnu Ashur memberikan kontribusi penting dalam 

mereformulasi Maqasid al-Shariah agar lebih relevan dengan konteks modern. Ia 

menekankan bahwa maqasid harus mencakup nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan 

keteraturan sosial. Menurut Ibnu Ashur, syariat Islam bertujuan membangun 

peradaban manusia yang bermartabat. Pandangannya memperluas cakupan 

maqasid dari lima kebutuhan dasar menjadi tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. 

Pemikiran ini menjadi jembatan antara tradisi klasik dan tantangan modernitas. 

Oleh karena itu, kontribusi Ibnu Ashur sangat berpengaruh dalam diskursus 

maqasid kontemporer (Ibn Ashur, 2006). 

Kajian Maqasid al-Shariah dalam konteks kontemporer semakin 

berkembang melalui pemikiran Jasser Auda. Auda mengkritik pendekatan maqasid 

klasik yang dianggap terlalu statis dan hierarkis. Ia menawarkan pendekatan sistem 

(systems approach) dalam memahami maqasid sebagai konsep yang dinamis dan 

multidimensional. Menurut Auda, maqasid harus mampu merespons kompleksitas 

sosial modern seperti globalisasi dan pluralisme. Pendekatan ini memungkinkan 

hukum Islam untuk lebih adaptif dan kontekstual. Pemikiran Auda banyak 

dijadikan rujukan dalam penelitian hukum Islam modern (Auda, 2008). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid al-Shariah 

memiliki relevansi kuat dalam reformasi hukum Islam. Kamali dalam beberapa 

studinya menegaskan bahwa maqasid dapat menjadi dasar normatif dalam 

pengembangan hukum Islam kontemporer. Ia menyoroti pentingnya maqasid dalam 

menjawab isu-isu seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Menurut Kamali, 

maqasid memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip 

universal. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi hukum Islam di tingkat 

global. Penelitian Kamali menjadi referensi penting dalam kajian maqasid dan 

hukum modern (Kamali, 2008). 

Dalam konteks hukum keluarga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

pendekatan maqasid dapat menghasilkan interpretasi hukum yang lebih 

berkeadilan. Studi yang dilakukan oleh Hallaq menyoroti pentingnya maqasid 

dalam memahami perubahan sosial terkait relasi gender dan struktur keluarga. Ia 

berpendapat bahwa hukum keluarga Islam harus mempertimbangkan tujuan 

perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi 

hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Dengan 

demikian, maqasid berfungsi sebagai alat reformasi hukum keluarga Islam. Kajian 

ini memperkaya diskursus tentang fleksibilitas hukum Islam (Hallaq, 2009). 

Kajian empiris juga menunjukkan penerapan Maqasid al-Shariah dalam 

bidang ekonomi dan keuangan syariah. Chapra menekankan bahwa tujuan utama 

sistem ekonomi Islam adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, 
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maqasid menjadi dasar etis dalam pengembangan produk keuangan syariah. 

Pendekatan ini menilai praktik ekonomi tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi 

juga dari dampak sosialnya. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan sistem ekonomi Islam. Penelitian Chapra banyak dijadikan rujukan 

dalam studi ekonomi syariah (Chapra, 2008). 

Penelitian lain menyoroti peran Maqasid al-Shariah dalam kebijakan publik 

dan tata kelola pemerintahan. Auda dan Raysuni menunjukkan bahwa maqasid 

dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik berbasis nilai Islam. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam proses 

legislasi. Maqasid memungkinkan hukum Islam berkontribusi dalam pembangunan 

sosial dan politik. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, 

tetapi juga fungsional. Kajian ini memperluas cakupan penerapan maqasid dalam 

ranah publik (Raysuni, 2006). 

Dalam konteks hak asasi manusia, sejumlah penelitian menunjukkan adanya 

keselarasan antara maqasid dan prinsip HAM. Kamali menegaskan bahwa 

perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat manusia merupakan inti dari 

maqasid. Pendekatan ini memungkinkan dialog konstruktif antara hukum Islam dan 

hukum internasional. Maqasid memberikan dasar teologis bagi perlindungan hak-

hak dasar manusia. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan aktif dalam 

diskursus global tentang HAM. Kajian ini memperkuat argumen relevansi maqasid 

dalam konteks modern (Kamali, 2011). 

Literatur juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai batasan dan 

metodologi penerapan maqasid. Beberapa sarjana mengkritik penggunaan maqasid 

yang terlalu bebas dan subjektif. Kekhawatiran ini muncul karena maqasid 

berpotensi digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, 

diperlukan kerangka metodologis yang jelas dan terukur. Penelitian Raysuni 

menekankan pentingnya disiplin metodologis dalam penerapan maqasid. Hal ini 

menunjukkan bahwa maqasid harus diterapkan secara bertanggung jawab (Raysuni, 

2006). 

Kajian lain menyoroti integrasi maqasid dalam ushul fikih modern. Auda 

menyatakan bahwa maqasid harus menjadi bagian integral dari metodologi ijtihad. 

Pendekatan ini memungkinkan pembaruan hukum Islam tanpa mengabaikan 

sumber-sumber klasik. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai penghubung 

antara teks dan konteks. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 

reformasi metodologi hukum Islam. Integrasi ini memperkuat relevansi hukum 

Islam di era modern (Auda, 2010). 

Penelitian tentang maqasid dan lingkungan hidup juga mulai berkembang. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat dimasukkan 

dalam tujuan syariat. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab manusia sebagai 

khalifah di bumi. Maqasid memungkinkan pengembangan hukum lingkungan 

berbasis nilai Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi dalam isu 

keberlanjutan global. Kajian ini menunjukkan fleksibilitas maqasid dalam 

merespons isu kontemporer (Hassan, 2013). 

Dalam bidang teknologi dan etika digital, penelitian menunjukkan bahwa 

maqasid dapat menjadi kerangka etis dalam menghadapi perkembangan teknologi. 

Auda menekankan pentingnya menilai dampak sosial teknologi berdasarkan prinsip 

kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan panduan 
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normatif terhadap isu digital. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai kompas 

etis dalam era digital. Kajian ini menunjukkan relevansi maqasid dalam konteks 

teknologi modern (Auda, 2015). 

Studi komparatif juga menunjukkan bahwa pendekatan maqasid sejalan 

dengan teori hukum progresif. Beberapa peneliti membandingkan maqasid dengan 

konsep tujuan hukum dalam tradisi Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

kesamaan orientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Hal ini membuka peluang 

dialog lintas tradisi hukum. Maqasid dapat menjadi jembatan antara hukum Islam 

dan hukum modern. Kajian ini memperluas horizon studi hukum Islam (Kamali, 

2011). 

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap 

maqasid dalam kajian hukum Islam. Beberapa studi menyoroti penerapan maqasid 

dalam fatwa dan kebijakan publik. Pendekatan ini dinilai mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat multikultural. Maqasid digunakan sebagai dasar 

pertimbangan kemaslahatan lokal. Dengan demikian, maqasid berkontribusi dalam 

kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Kajian ini menunjukkan relevansi 

maqasid dalam konteks lokal (Syamsuddin, 2018), secara keseluruhan, literatur 

menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan paradigma penting dalam 

pengembangan hukum Islam kontemporer. Berbagai penelitian menegaskan 

fleksibilitas dan universalitas maqasid dalam menjawab tantangan sosial modern. 

Namun, literatur juga menekankan pentingnya kerangka metodologis yang jelas. 

Hal ini untuk memastikan penerapan maqasid tetap sejalan dengan prinsip syariat. 

Dengan demikian, kajian ini memiliki landasan teoritis yang kuat. Literatur review 

ini menjadi pijakan bagi analisis selanjutnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library 

research atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian 

adalah pengkajian konsep, teori, dan pemikiran ilmiah mengenai Maqasid al-

Shariah dalam pengembangan hukum syariah Islam. Penelitian kepustakaan 

memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis 

yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku klasik 

dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang 

berkaitan dengan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun 

kerangka konseptual yang kuat dan sistematis. Metode library research dinilai tepat 

untuk penelitian yang bersifat normatif dan konseptual seperti kajian Maqasid al-

Shariah (Zed, 2014). 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami 

makna, tujuan, dan relevansi Maqasid al-Shariah secara mendalam. Penelitian 

kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada analisis 

interpretatif terhadap data teks. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk menggali substansi nilai dan tujuan syariat. Analisis 

kualitatif juga memberikan ruang untuk memahami dinamika pemikiran ulama 

klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menangkap 

kompleksitas konsep maqasid dalam menjawab tantangan sosial modern. 

Pendekatan ini sejalan dengan karakter kajian hukum normatif Islam (Creswell, 

2014). 



Journal of Islamic Sharia Law Studies 

Volume 1 Nomor 1 Jan-Juni(2026)   E-ISSN 3124-2235 

23 

 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang secara 

langsung membahas Maqasid al-Shariah, seperti tulisan al-Ghazali, al-Shatibi, Ibn 

Ashur, dan Jasser Auda. Sumber-sumber ini menjadi rujukan utama dalam 

memahami konsep dan perkembangan maqasid. Sementara itu, sumber sekunder 

mencakup jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Sumber sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan 

perspektif kritis terhadap konsep maqasid. Penggunaan berbagai sumber ini 

bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman kajian (Sugiyono, 2016). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, 

mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik 

penelitian. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan otoritas 

sumber yang digunakan. Literatur yang dipilih harus memiliki relevansi langsung 

dengan Maqasid al-Shariah dan pengembangan hukum Islam. Selain itu, peneliti 

juga memperhatikan konteks sosial dan historis dari setiap sumber. Teknik ini 

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif tentang 

perkembangan konsep maqasid (Zed, 2014). 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk menafsirkan makna dan 

pesan yang terkandung dalam teks-teks hukum dan pemikiran Islam. Analisis isi 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan konsep kunci yang 

berkaitan dengan Maqasid al-Shariah. Dalam proses ini, peneliti membandingkan 

pandangan ulama klasik dan kontemporer. Perbandingan tersebut bertujuan untuk 

melihat kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran maqasid. Metode analisis ini 

banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif dan studi keislaman 

(Krippendorff, 2013). 

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai 

sumber literatur yang membahas topik yang sama. Dengan cara ini, peneliti dapat 

mengurangi bias subjektif dan meningkatkan keandalan temuan penelitian. Selain 

itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi argumentasi antar sumber. 

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan 

memiliki dasar teoritis yang kuat. Validitas dalam penelitian kualitatif sangat 

bergantung pada ketelitian dan kedalaman analisis (Moleong, 2018), secara 

keseluruhan, metode library research dalam penelitian ini dirancang untuk 

menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mengkaji Maqasid al-Shariah sebagai fondasi 

pengembangan hukum syariah Islam secara mendalam. Dengan mengandalkan 

sumber-sumber otoritatif dan metode analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi teoretis yang signifikan. Metode ini juga relevan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual dan normatif. Oleh 

karena itu, pemilihan metode penelitian ini selaras dengan tujuan dan ruang lingkup 

kajian. Metodologi ini menjadi landasan bagi pembahasan hasil penelitian 

selanjutnya. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan 

fondasi konseptual yang sangat penting dalam pengembangan hukum syariah Islam 

kontemporer. Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam untuk bergerak 

melampaui pendekatan tekstual yang kaku. Dengan menekankan tujuan dan hikmah 

hukum, maqasid memberikan ruang bagi kontekstualisasi hukum Islam. Hal ini 

menjadi sangat relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan 

kompleks. Penelitian ini menemukan bahwa maqasid berfungsi sebagai prinsip 

normatif sekaligus metodologis. Dengan demikian, maqasid berperan strategis 

dalam menjembatani teks syariat dan realitas sosial (Auda, 2008). 

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa Maqasid al-Shariah 

memperkuat orientasi kemaslahatan dalam hukum Islam. Kemaslahatan tidak 

hanya dipahami secara individual, tetapi juga kolektif dan struktural. Hukum Islam 

tidak lagi diposisikan sekadar sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan 

sebagai instrumen sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum 

Islam adalah kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maqasid menjadi tolok ukur 

evaluatif terhadap efektivitas penerapan hukum. Temuan ini sejalan dengan 

pemikiran al-Shatibi tentang tujuan umum syariat (Al-Shatibi, 2004). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa maqasid memberikan fleksibilitas 

dalam proses ijtihad hukum. Fleksibilitas ini tidak berarti relativisme hukum, 

melainkan penyesuaian metodologis yang bertanggung jawab. Melalui maqasid, 

hukum Islam dapat merespons persoalan baru yang tidak ditemukan dalam teks 

klasik. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan instrumen ijtihad yang lebih 

luas. Hal ini sangat penting dalam konteks modern yang terus berkembang. Dengan 

demikian, maqasid berfungsi sebagai kerangka ijtihad progresif (Kamali, 2008). 

Dalam konteks sosial kontemporer, maqasid terbukti relevan dalam 

menjawab isu keadilan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai keadilan 

merupakan inti dari tujuan syariat. Hukum Islam yang berorientasi maqasid 

menolak praktik diskriminatif dan eksploitatif. Pendekatan ini mendorong 

perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, 

maqasid memperkuat dimensi etis hukum Islam. Hal ini relevan dengan tantangan 

ketimpangan sosial global saat ini (Chapra, 2008). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa maqasid berperan penting dalam 

reformasi hukum keluarga Islam. Pendekatan maqasidi memungkinkan 

reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan tujuan perlindungan martabat manusia. 

Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat dianalisis melalui kerangka 

maqasid. Hal ini membuka ruang bagi hukum Islam yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. Pendekatan ini tidak menafikan teks, tetapi menafsirkannya secara 

kontekstual. Dengan demikian, maqasid menjadi alat reformasi hukum keluarga 

(Hallaq, 2009). 

Dalam bidang ekonomi syariah, penelitian ini menemukan bahwa maqasid 

menjadi dasar evaluasi praktik ekonomi modern. Keabsahan suatu transaksi tidak 

hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari dampak sosialnya. Maqasid 

menekankan keadilan distributif dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini 

menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, maqasid 

berfungsi sebagai prinsip etika ekonomi Islam. Temuan ini memperkuat argumen 

Chapra tentang ekonomi berbasis maqasid (Chapra, 2008). 
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa maqasid relevan dalam merespons 

isu hak asasi manusia. Perlindungan jiwa, akal, dan martabat manusia merupakan 

bagian inti dari tujuan syariat. Pendekatan maqasidi memungkinkan dialog antara 

hukum Islam dan HAM internasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak 

diposisikan sebagai antitesis modernitas. Sebaliknya, hukum Islam dapat 

berkontribusi dalam diskursus global tentang kemanusiaan. Temuan ini sejalan 

dengan kajian Kamali (Kamali, 2011). 

Dalam konteks kebijakan publik, maqasid berfungsi sebagai kerangka 

evaluasi normatif. Penelitian ini menemukan bahwa maqasid dapat digunakan 

untuk menilai kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini 

menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. 

Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan dalam tata kelola pemerintahan 

modern. Maqasid memberikan arah etis dalam proses legislasi. Hal ini 

menunjukkan relevansi maqasid dalam ranah publik (Raysuni, 2006). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa maqasid relevan dalam menghadapi 

tantangan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi menimbulkan 

persoalan etika baru yang kompleks. Pendekatan maqasidi memungkinkan 

penilaian manfaat dan mudarat teknologi secara proporsional. Dengan demikian, 

hukum Islam dapat memberikan panduan etis dalam era digital. Maqasid berfungsi 

sebagai kompas moral dalam penggunaan teknologi. Temuan ini mendukung 

pandangan Auda tentang maqasid dan kompleksitas modern (Auda, 2015), secara 

keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan 

fondasi strategis dalam pengembangan hukum syariah Islam. Pendekatan ini 

mampu menjawab tantangan sosial kontemporer secara konseptual dan praktis. 

Maqasid memperkuat relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial. Dengan 

demikian, maqasid bukan sekadar teori, tetapi paradigma hukum. Temuan ini 

menegaskan urgensi pendekatan maqasidi dalam studi hukum Islam. Oleh karena 

itu, maqasid memiliki posisi sentral dalam reformasi hukum Islam kontemporer 

Tabel Peran Maqasid al-Shariah dalam Menjawab Tantangan Sosial 
Kontemporer  

Bidang Sosial 
Kontemporer 

Tantangan 
Utama 

Peran Maqasid al-
Shariah 

Implikasi Hukum 
Syariah 

Keadilan Sosial 
Ketimpangan dan 

diskriminasi 

Perlindungan 
kemaslahatan 

umum 

Hukum 
berorientasi 

keadilan 

Hukum Keluarga 
Isu gender dan 

anak 
Perlindungan 

martabat manusia 
Reinterpretasi 

hukum keluarga 

Ekonomi Syariah 
Ketidakadilan 

ekonomi 
Kesejahteraan dan 

keadilan 
Etika ekonomi 

Islam 

HAM 
Perlindungan hak 

dasar 
Hifz al-nafs dan al-

‘aql 
Dialog hukum 

Islam–HAM 

Teknologi Digital 
Etika dan dampak 

sosial 
Pertimbangan 

manfaat-mudarat 
Pedoman etika 

digital 
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Pembahasan lanjutan menunjukkan bahwa tabel di atas 
menggambarkan penerapan praktis Maqasid al-Shariah dalam berbagai 
bidang kehidupan modern. Setiap bidang sosial memiliki tantangan spesifik 
yang memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual. Maqasid berfungsi 
sebagai prinsip integratif yang menyatukan nilai normatif dan realitas sosial. 
Dengan demikian, hukum Islam dapat dirumuskan secara lebih responsif. 
Pendekatan ini menekankan tujuan hukum, bukan sekadar bentuk formalnya. 
Hal ini memperkuat peran hukum Islam sebagai sistem etis dan sosial (Auda, 
2008). 

Dalam bidang keadilan sosial, maqasid menegaskan pentingnya 
perlindungan terhadap kelompok lemah. Keadilan distributif menjadi tujuan 
utama dalam perumusan hukum. Hukum Islam yang berorientasi maqasid 
menolak eksploitasi struktural. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang 
berpihak pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, maqasid berfungsi 
sebagai dasar etika sosial. Hal ini relevan dengan tantangan ketimpangan 
global (Chapra, 2008). 

Dalam hukum keluarga, maqasid memungkinkan reinterpretasi norma 
hukum berdasarkan tujuan perlindungan martabat manusia. Pendekatan ini 
memberikan ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender. Hukum keluarga 
tidak lagi dipahami secara statis, tetapi dinamis. Maqasid menekankan 
perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, hukum Islam 
menjadi lebih humanis. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Hallaq 
(Hallaq, 2009). 

Dalam ekonomi syariah, maqasid berfungsi sebagai indikator etika dan 
keberlanjutan. Praktik ekonomi dinilai berdasarkan dampak sosialnya. 
Pendekatan ini menolak akumulasi kekayaan yang tidak adil. Maqasid 
mendorong distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, ekonomi 
syariah berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat legitimasi 
ekonomi Islam (Chapra, 2008). 

Dalam konteks HAM, maqasid memberikan dasar teologis bagi 
perlindungan hak dasar manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak 
hidup dan kebebasan berpikir merupakan tujuan syariat. Dengan demikian, 
hukum Islam dapat berdialog dengan sistem hukum internasional. Maqasid 
menjadi jembatan normatif antara Islam dan HAM. Pendekatan ini 
memperkuat posisi hukum Islam di tingkat global. Hal ini sejalan dengan 
kajian Kamali (Kamali, 2011). 

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, maqasid berfungsi 
sebagai kerangka etika digital. Pendekatan ini menilai teknologi berdasarkan 
manfaat dan risikonya. Hukum Islam dapat memberikan panduan normatif 
terhadap penggunaan teknologi. Dengan demikian, maqasid memastikan 
bahwa kemajuan teknologi tidak merusak nilai kemanusiaan. Pendekatan ini 
menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Hal ini relevan dengan tantangan era 
digital (Auda, 2015). 

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa penerapan maqasid 
memerlukan kerangka metodologis yang jelas. Tanpa metodologi yang tepat, 
maqasid berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, disiplin ilmiah menjadi 
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syarat utama dalam pendekatan maqasidi. Pendekatan ini harus tetap berakar 
pada sumber syariat. Dengan demikian, maqasid berfungsi secara 
bertanggung jawab. Hal ini ditekankan oleh Raysuni (Raysuni, 2006). 

Secara konseptual, maqasid memperkaya metodologi ushul fikih 
modern. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara teks dan konteks. 
Hukum Islam menjadi lebih adaptif tanpa kehilangan otoritas normatif. 
Dengan demikian, maqasid menjadi paradigma hukum progresif. Pendekatan 
ini relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Hal ini 
memperkuat posisi maqasid dalam studi hukum Islam. 

Pembahasan lanjutan ini menegaskan bahwa Maqasid al-Shariah 
memiliki kapasitas transformatif. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan 
hukum, tetapi juga membentuk kebijakan sosial. Maqasid berfungsi sebagai 
fondasi etis dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam 
dapat berkontribusi dalam peradaban modern. Pendekatan ini menunjukkan 
universalitas nilai Islam. Hal ini memperkuat relevansi maqasid dalam konteks 
global. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan 
bahwa Maqasid al-Shariah merupakan fondasi pengembangan hukum syariah 
Islam yang sangat relevan. Pendekatan maqasidi mampu menjawab tantangan 
sosial kontemporer secara komprehensif. Dengan menekankan tujuan dan 
kemaslahatan, hukum Islam menjadi lebih kontekstual. Pendekatan ini 
memperkuat dimensi etis dan sosial hukum Islam. Oleh karena itu, maqasid 
memiliki posisi strategis dalam reformasi hukum Islam. Temuan ini menjadi 
dasar bagi simpulan penelitian. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

Maqasid al-Shariah memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi 

pengembangan hukum syariah Islam dalam menjawab tantangan sosial 

kontemporer. Pendekatan maqasidi memungkinkan hukum Islam untuk tidak 

terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku, tetapi bergerak menuju pemahaman 

yang berorientasi pada tujuan, kemaslahatan, dan keadilan. Dengan menekankan 

tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Maqasid al-

Shariah memberikan kerangka normatif yang relevan bagi dinamika masyarakat 

modern. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif terhadap perubahan 

sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh 

karena itu, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat dan 

realitas sosial kontemporer, selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan 

Maqasid al-Shariah berkontribusi signifikan dalam reformasi metodologi hukum 

Islam. Pendekatan ini memperkaya ushul fikih dengan perspektif yang lebih holistik 

dan multidimensional. Maqasid al-Shariah tidak hanya berfungsi sebagai teori 

normatif, tetapi juga sebagai alat analisis dalam ijtihad, legislasi, dan kebijakan 

publik. Namun demikian, penerapan maqasid menuntut disiplin metodologis dan 

tanggung jawab ilmiah agar tidak disalahgunakan. Dengan kerangka metodologis 

yang jelas, Maqasid al-Shariah dapat menjadi paradigma hukum Islam yang 

relevan, humanis, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan sosial 

kontemporer. 
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